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Abstrak

Proses produksi barang dan jasa, pekerja dalam hal ini tidak dapat dilepaskan dalam peran tugas dan
fungsinya. Tidak hanya merupakan aset yang sangat berharga dan tidak dapat dipisahkan daripada
berlangsungnya kegiatan usaha. Perusahaan dan pekerja memiliki hubungan yang sangat erat. Perusahaan
bergantung pada pekerja demi tersukseskannya proses produksi. Tanpa adanya peran pekerja tersebut,
proses produksi tidak akan baik bahkan tidak akan dapat berjalan. Oleh karena itu diperlukan adanya
kesadaran hukum oleh pelaku usaha dalam melindungi hak para pekerjanya sehingga dapat
mempertahankan hingga meningkatkan produktivitas dan kestabilan perusahaan. Perlindungan tersebut
dapat dilakukan dengan jalan memberikan tuntunan, pengakuan hak asasi manusia, perlindungan terhadap
fisik maupun non fisik serta sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dan sesuai dengan yang di
amanatkan Undang-Undan Dasar Negara Repuplik Indonesia tahun 1945.Penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif yaitu dengan meneliti bahan pustaka dengan meklakukan kajian terhadap peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan hak pekerja dalam melakukan perjanjian kerja. UU. No. 13
Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah bahan hukum yang penulis jadikan sumber dalam memperoleh
data untuk diteliti. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Perjanjianj Kerja Waktu Tertentu merupakan
pekerjaan yang di dasarkan pada jenis dan jangka waktu selesainya suatu pekerjaan. Setiap pekerja dalam
perjanjian kerja waktu tertentu mempunyai hak untuk menjadi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak
tertentu. Pengakhiran secara sepihak dalam perjanjian kerja waktu tertentu dapat berakibat adanya
pemberian ganti rugi. Tunjangan yang diberikan kepada pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu harus
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Hak, Pekerja, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Abstract

The process of producing goods and services, workers in this case cannot be released in the role of their
duties and functions. Not only is it a very valuable asset and cannot be separated from the ongoing business
activities. Companies and workers have a very close relationship. Companies rely on workers for the
successful production process. Without the role of these workers, the production process will not be good
and will not even be able to run. Therefore, there is a need for legal awareness by business actors in
protecting the rights of their workers so as to maintain to increase the productivity and stability of the
company. Such protection can be done by providing guidance, recognition of human rights, protection of
physical and non-physical and socioeconomic through applicable norms and in accordance with the
mandate of the Indonesian Repuplik State Constitution of 1945. This research is a normative legal research,
namely by examining library materials by conducting a study of the laws and regulations relating to
workers' rights in making work agreements. Law No. 13 2003 concerning Manpower is a legal material
that the author uses in obtaining data for research.The conclusion of this research is that a fixed-term work
agreement is a job based on the type and period of completion of a job. Every worker in a work agreement
for a specified period of time has the right to become an employee with an unspecified time work agreement.
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Unilateral termination of a work agreement for a specified period of time may result in the provision of
compensation. The benefits provided to workers in a work agreement for a specified period of time must be
in accordance with statutory regulations.

Key Words: Rights, Workers, Temporary Appointment Work Agreement

1. PENDAHULUAN

Proses produksi barang dan jasa, pekerja dalam hal ini tidak dapat dilepaskan dalam peran tugas dan
fungsinya. Tidak hanya merupakan aset yang sangat berharga dan tidak dapat dipisahkan daripada
berlangsungnya kegiatan usaha. Indonesia adalah negara yang mempunyai jumlah penduduk yang dapat
dikatakan cukup besar serta berpotensi dalam bidang SDM (Sumber Daya Manusia) juga SDA (Sumber
Daya Alam) yang melimpah. Dengan adanya hal tersebut perlu adanya aturan-aturan yang mengatur tentang
tenaga kerja tersebut yang dimana aturan tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan adanya Sumber Daya Manusia yang terbilang mencukupi,
pemerintah juga berperan aktif di dalam memanfaatkan sumber daya manusia tersebut dengan
memberdayakan sesuai dengan kemampuan individu serta tempat kerja yang akan menjadi wadah dari
sumber daya manusia tersebut.*

Pekerja/buruh di dalam proses produksi barang dan jasa, tidak saja merupakan sumber daya tetapi
juga sekaligus merupakan aset yang tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk menjamin kelangsungan
usaha. Oleh karena itu, hubungan kerja yang telah terjadi perlu dipelihara secara berkelanjutan dalam
suasana hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan, dan bermartabat. Prinsip non
diskriminasi yang terdapat pada Article 23 UDHR, sesungguhnya telah tertuang dalam instrumen hukum
nasional yaitu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU
Ketenagakerjaan yang bertujuan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia demi mewujudkan
keadilan sosial dan ekonomi.?

Adanya pemutusan hubungan industrial yang dalam hal ini pemutusan atau pengakhiran hubungan
kerja merupakan awal dari penderitaan seorang pekerja. Mengapa hal tersebut dikatakan penderitaan?
Karena dalam hal ini berakhirnya kemampuannya untuk menghidupi diri sendiri bahkan keluarga,
melanjutkan pendidikannya sendiri bahkan keluarganya, dan lain sebagainya. Pasal 28D ayat (2) UUD 1945
menyatakan bahwa ‘Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil
dan layak dalam hubungan kerja’. Pasal tersebut menunjukkan, bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan,
dan setelah mendapatkan pekerjaan harus berhak pula untuk terus bekerja. Artinya, tidak diputuskan
hubungan kerjanya pada waktu mendatang setelah ia mendapatkan pekerjaan. UU Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan merupakan salah satu undang-undang yang mengatur masalah ketenagakerjaan
yang prinsipnya mengatur pembangunan ketenagakerjaan sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan
perlindungan yang mendasar bagi tenaga-kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat
mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Dalam undang-undang ini diatur
tentang cara membuat perjanjian-kerja, baik Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (PKWT) maupun
Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

1 Putra, I. W. P. (2021). Efektivitas Perekrutan Tenaga Kerja Lokal dari Perspektif Economic Analysis of
Law. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 7(2), 559-569.

2 Yanti, A. I. E. K. (2018). Prinsip Non Diskriminasi Tenaga Kerja Asing Dalam Kerangka GATS: Dimensi
Kepariwisataan. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 7(2), 190-203.
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Kenyataan yang terjadi pada beberapa pekerja/buruh yang perjanjian-kerjanya sudah berakhir atau
diperpanjang, kadang-kadang pengakhiran atau perpanjangan perjanjian-kerja tidak melalui prosedur yang
ada sehingga hak pekerja/buruh dikurangi oleh pengusaha. Jika ini terjadi di beberapa perusahaan, niscaya
akan menambah pekerjaan rumah bagi dinas tenaga kerja. Untuk memperoleh keunggulan kompetitif, ada
dua hal yang dilakukan oleh pengusaha berkaitan dengan ketenagakerjaan, yakni melakukan hubungan
kerja dengan pekerja melalui perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) dan melakukan outsourcing.?
Oleh karena itu, dalam permasalahan yang diuraikan di atas, artikel ini membahas mengenai bagaimana
hak serta penyelesaian masalah yang menimpa pekerja/buruh dalam menghadapi saat berakhirnya
perjanjian-kerja, khusunya pekerja yang terikat dalam PKWT.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian
hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka. Yang
dimaksud mengkaji bahan pustaka dalam hal ini adalah meneliti norma, asas, falsafah, doktrin, serta
prinsip-prinsip hukum yang ada pada bahan-bahan kepustakaan. Penelitian hukum semacam ini juga dapat
diartikan sebagai penelitian law in book atau sebagai penelitian perundang-undangan atau kaidah norma
yang dianggap pantas sebagai dasar berperilaku. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum
ini adalah the Statue Approach dan the Analytical and Conceptual Approach sesuai dengan karakteristik
dan sifat dari penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif
ini menggunakan tiga bahan hukum yaitu, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non
hukum yang relevan digunakan untuk menganalisis permasalahan pada penelitian ini. Pembahasan
pemasalahan menggunakan metode penelitian normatif, yaitu melakukan kajian terhadap berbagai
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak dalam perjanjian kerja waktu tertentu.
Sumber bahan hukum merupakan tempat dimana penulis memperoleh data dalam penelitian ini, yaitu
menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Hak Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Suatu perjanjian kerja dapat diadakan untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu. Masalah
perpanjangan tidak menjadi persoalan pada PKWTT karena perjanjian kerja macam ini terus berjalan
hingga perjanjian kerja berakhir. UU Nomor 13 Tahun 2003 tidak mengatur tentang perpanjangan PKWTT,
karena PKWTT tidak mungkin ada perpanjangan karena pekerja/buruh sudah menjadi pekerja tetap, lain
halnya untuk PKWT yang memiliki jangka waktu perjanjian.

PKWT dapat diadakan untuk paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk
jangka waktu paling lama satu tahun (Pasal 59 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003). PKWT berakhir bila
waktunya telah habis. Perjanian kerja yang telah habis waktunya dapat diperpanjang. Jika pengusaha
hendak memperpanjang perjanjian kerja, maka paling lama tujuh hari sebelum PKWT berakhir telah
memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan. Bagi pekerja/buruh
yang terikat dalaam PKWTT lebih menguntungkan daripada terikat dalam PKWT ditinjau dari berakhirnya
perjanjian-kerja. PKWT paling lama hanya berlangsung tiga sampai empat tahun, sedangkan dalam
PKWTT dapat lebih lama lagi. Menurut Pasal 61 ayat (1) Perjanjian Kerja berakhir apabila: (a) pekerja
meninggal dunia, (b) berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja, (c) adanya putusan pengadilan dan/atau

8 Artana, 1. W. (2020). Peran Pemerintah dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Outsourcing di PT.
Bali Dana Sejahtera Oleh PT. BPD Bali. Kerta Dyatmika, 17(1), 12.

Kerta Dyatmika | 13



KERTA DYATMIKA: Jurnal llmiah Fakultas Hukum Universitas Dwijendra
Vol.18 No.2 (2021)

P-ISSN 1978-8401

E-ISSN 2722-9009

Available Online at http://ejournal.undwi.ac.id/index.php/kertadyatmika

putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, (d) adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

Jika perpanjangan ini diperjanjikan oleh kedua belah pihak, perpanjangan tidak akan menimbulkan
masalah. Lain halnya jika perpanjangan dilakukan secara diam-diam. Dalam hal yang demikian ini,
hubungan-kerja dipandang diadakan lagi untuk waktu paling lama satu tahun dengan syarat yang sama.
Menurut Pasal 59 ayat (5) UU No. 13 tahun 2003 dinyatakan bahwa “Pengusaha yang bermaksud
memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama tujuh hari sebelum perjanjian kerja
waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang
bersangkutan”. Penulis mengartikan bahwa roh dari Pasal 59 ayat (5) tersebut dapat dimaknai bahwa
perjanjian-kerja yang lama berlaku terus, jika perpanjangan dilakukan menurut aturan. Konsekuensi yang
terpenting adalah bahwa janji-janji yang disyaratkan harus tertulis tidak perlu ditetapkan kembali, tetapi
dengan syarat harus secara tertulis memberitahu kehendak untuk memperpanjang hubungan kerja kepada
pekerja/buruh dengan jangka waktu paling lama tujuh hari sebelum berakhirnya perjanjian kerja. Jika syarat
ini tidak terpenuhi, utamanya memberi tahu secara tertulis, maka PKWT beralih menjadi PKWTT.
Alasannya, pemberitahuan secara tertulis itu dapat diartikan sebagai membuat perjanjian kerja secara
tertulis. Menurut pasal 57 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 dinyatakan bahwa perjanjian-kerja untuk waktu
tertentu yang dibuat tidak tertulis dinyatakan sebagai PKWTT. Dalam hal hubungan kerja yang
diperpanjang itu berlangsung untuk waktu kurang dari satu tahun, maka hubungan kerja itu dipandang
diadakan untuk jangka waktu satu tahun, tetapi dengan syarat-syarat yang sama. Alasannya, perpanjangan
untuk jangka waktu PKWT paling lama satu tahun.

UU No. 13 Tahun 2003 hanya mengatur masalah pemberitahuan perpanjangan perjanjian kerja, tetapi
tidak mengatur masalah pemberitahuan pemutusan hubungan kerja demi hukum. Mengenai putusanya
hubungan kerja demi hukum dalam hal waktunya telah habis, penulis condong untuk mensyaratkan bahwa
dengan lewatnya waktu yang ditentukan itu, juga habislah pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja/buruh
tersebut dan pengusaha tidak dapat menempatkannya di bagian lain di perusahaannya. Jika pekerjaan yang
bersangkutan masih ada dan harus diteruskan, seharusnya pekerja/buruh terus dipekerjakan untuk
menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kecuali jika pekerjaan yang ditangani sudah tidak ada dan pengusaha
tidak dapat lagi menempatkan di bagian lain, artinya sudah tidak ada pekerjaan lagi bagi pekerja/buruh,
maka hubungan kerja putus. Dalam hal yang demikian ini, perlu adanya kewajiban bagi pengusaha untuk
memberitahukan kepada pekerja/burun bahwa akan diadakan pemutusan hubungan kerja. Hal ini
dimaksudkan untuk menjaga agar pekerja/buruh ada persiapan mental dalam menghadapi kenyataan bahwa
ia besok tidak mempunyai pekerjaan lagi.

Bagaimana jika ada suatu perusahaan yang ingin memperpanjang kontrak terhadap pekerja/buruhnya,
sedangkan pekerja/buruhnya tidak mau sementara pekerjaan belum selesai. Persoalan ini dapat dijawab
dengan menanyakan terlebih dulu tentang status pekerja/buruh. Jika status pekerja/buruh adalah
pekerja/buruh yang terikat PKWT, maka perlu juga mengetahui apakah perjanjian kerja dalam PKWT di
perusahaan termasuk (a) PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu, atau (b) PKWT untuk
pekerjaan yang bersifat musiman, atau (¢) PKWT untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru
(Kepmentrans Nomor KEP. 100/MEN/IV/2004). Jika PKWT dibuat berdasarkan selesainya pekerjaan
tertentu, maka perjanjian-kerja tidak boleh dihentikan oleh siapapun sebelum pekerjaan yang disepakati
selesai. Namun, jika pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dari yang diperjanjikan, maka PKWT putus
demi hukum. Dan jika pekerjaan belum dapat diselesaikan karena kondisi tertentu, sedangkan waktu yang
diperjanjikan telah habis maka dapat dilakukan pembaharuan dan PKWT dapat diperpanjang oleh
perusahaan. Oleh karena itu, jika menolak memperpanjang perjanjian kerja bisa dianggap mengundurkan
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diri dan akibatnya dapat dikenai memberi ganti rugi. Selanjutnya, jika perjanjian-kerja ditentukan
berdasarkan musim, tidak dapat dilakukan pembaharuan. Jadi, PKWT jenis ini sangat ditentukan oleh
musim. Demikian juga PKWT yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk
tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan juga tidak dapat dilakukan pembaharuan.
Pengusaha yang nakal sering ingin mengikat pekerjanya hanya dengan PKWT saja. Oleh karena
perpanjangan yang kedua kali tidak diizinkan oleh UU No. 13 Tahun 2003, maka PKWT yang telah
melebihi tiga tahun ingin diperpanjang dengan cara tidak menyebut perpanjangan PKWT tetapi
pembaharuan PKWT.

UU No. 13 Tahun 2003 mengantisipasi permainan hukum dari pengusaha yang nakal tersebut
dengan menetapkan bahwa suatu pembaharuan PKWT hanya dapat diadakan setelah melebihi tenggang
waktu tiga puluh hari berakhirnya PKWT yang lama. Selama tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari itu, tidak
ada hubungan-kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Para pihak dapat mengatur lain dari ketentuan
di atas yang dituangkan dalam perjanjian.*

Ada pendapat lain mengenai pembaharuan yaitu pendapatnya Van der Griten seperti yang dikutip
oleh Iman Soepomo. Van der Griten berpendapat bahwa tidak satu pihak pun berwenang secara sepihak
mengadakan perubahan dalam perjanjian kerja. Satu-satunya sanksi terhadap tindakan sepihak ini adalah
wewenang pihak lainnya untuk memutuskan hubungan kerjanya dengan pernyataan pengakhiran. Menurut
Iman Soepomo, pendapat tersebut bertentangan dengan azas hendak melindungi buruh. Buruh yang
dirugikan oleh perubahan sepihak itu harus dapat menuntut di muka pengadilan agar perubahan tersebut
dibatalkan. Yuridis tiap perjanjian yang diubah tanpa kesepakatan kedua belah pihak, pihak lainnya dapat
menuntut supaya ditiadakan yang salah itu, dijadikan tidak salah lagi, yaitu dibetulkan. Pembetulan itu
dapat berupa pembatalan dari tindakan yang salah atau berupa pembayaran ganti rugi. Lebih-lebih dalam
hukum perburuhan, di mana terdapat azas hendak melindungi buruh. Memberi alternative supaya buruh
memutuskan hubungan-kerja dan membiarkan tindakan yang salah itu berlangsung terus atau tetap bekerja
dan tunduk pada tindakan yang salah itu, berarti mensahkan tindakan yang tidak boleh dilakukan.®

Penulis berpendapat bahwa pengaturan tentang akibat perpanjangan dan pembaharuan PKWT yang
tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 lebih menguntungkan
pekerja/buruh daripada pendapat Van der Griten dan Iman Soepomo. Sebab, pekerja/buruh yang berurusan
untuk menuntut haknya di pengadilan seperti halnya menegakkan benang basah yang hampir mustahil
mendapat perhatian, terutamanya kemampuan dan pengetahuan pekerja yang kurang mengenai hukum dan
proses beracara di pengadilan. Lain halnya jika sebagai akibat persyaratan yang tidak terpenuhi dalam
perpanjangan perjanjian kerja atau pembaharuan perjanjian-kerja, demi hukum PKWT menjadi PKWTT.
Bagi pekerja/buruh yang penting bukan mendapat ganti rugi yang hanya dapat dinikmati sesaat, tetapi
keberlangsungan pekerjaan. Keberlangsungan pekerjaan merupakan sinyal bahwa pekerja/buruh dapat
menghidupi dirinya dan keluarganya dalam waktu yang masih lama. Jika terjadi perpanjangan bersamaan
dengan pembaharuan dan terjadi berulang kali, maka jawabnya ada dalam Pasal 59 ayat (3) UU No. 13
Tahun 2003. Pasal ini sudah jelas mengatur bahwa PKWT dapat diperpanjang atau diperbaharui.
Berdasarkan pasal tersebut sudah jelas bahwa yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah kata atau bukan
kata dan. Dengan demikian bagi PKWT yang masa kontraknya habis, perusahaan dapat memilih untuk
memperpanjang atau memperbaharui perjanjian-kerja tersebut. Dalam hal ini, berdasarkan bunyi Pasal 59

4 Syauffi Syamsudin, M, 2004, Norma Perlindungan dalam Hubungan Industrial. Sarana Bhakti Persada,
Jakarta. him. 202.

5 Imam Soepomo, 1968, Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan Kerja. Direktorat Peralatan
MABAK, Jakarta. him. 82.
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ayat (3) tersebut tidak dapat menerapkan perpanjangan sekaligus pembaharuan perjanjian kerja.
Pelanggaran ketentuan ini berakibat PKWT berubah menjadi PKWTT.

Salah satu pihak dalam perjanjian mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu
yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja
diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu
berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sesuai dengan bunyi Pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003.

Jadi, seandainya seorang pekerja/buruh terikat dalam PKWT selama dua tahun , bila baru bekerja
dua bulan ingin mengakhiri hubungan kerja tersebut, maka pekerja tersebut wajib memberikan ganti rugi
kepada pengusaha sebesar 24 bulan (dua tahun) dikurangi dua bulan yaitu 22 bulan dikalikan gaji selama
satu bulan, begitu juga sebaliknya jika perusahaan mengakhiri hubungan kerja sebelum waktu yang
diperjanjikan selesai.

Banyak pengusaha cenderung mengikat pekerja/buruh dengan PKWT. Perusahaan juga tidak
menyadari bahwa PKWT juga sebenarnya dapat merugikan pengusaha. Contohnya: Kita mengetahui bahwa
PKWT tidak boleh mencantumkan masa percobaan yang lamanya tiga bulan. Seandainya pekerja/buruh
baru bekerja selama dua bulan dari jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, lalu pengusaha
berkehendak untuk mengakhiri hubungan kerja dengan pekerja/buruh tersebut, maka pengusaha wajib
memberikan ganti rugi sebanyak 24 bulan dikurangi 2 bulan dan sisanya dikalikan besarnya gaji per bulan.
Sebaliknya kalau pekerja/buruh diikat dengan PKWTT, maka bisa diadakan masa percobaan selama tiga
bulan, dan seandainya baru dua bulan bekerja lalu pekerja/buruh keluar, maka pengusaha tidak perlu
memberikan ganti rugi apa pun kepada pekerja/buruh karena masih dalam masa percobaan. Oleh karena
itu, jika pengusaha khawatir kalau pekerja/buruh akan mengakhiri hubungan kerja sebelum saatnya, maka
sebaiknya pengusaha mengikat pekerja/buruh dengan PKWT. Sebaliknya jika tidak ada yang dikhawatirkan
akan kehilangan pekerja/buruh, maka perjanjian kerja sebaiknya dengan PKWTT.

3.2. Tunjangan pada Pekerja/buruh

Pekerja/buruh yang terikat dalam PKWT kemungkinan dapat tunjangan atau tidak, dapat dibaca
dalam perjanjian-kerja yang dibuat oleh pengusaha dengan pekerja/buruh, karena menurut Pasal 1338 KUH
Perdata, bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

Namun, bukan berarti perjanjian kerja dapat mengatur apa saja semaunya perusahaan. Pasal 54 ayat
(2) UU No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tidak boleh bertentangan
dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam
Penjelasan UU No. 13 Tahun 2003 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan tidak boleh bertentangan pada
Pasal 54 ayat (2) adalah apabila di perusahaan telah ada Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian kerja
Bersama (PKB), maka isi perjanjian kerja baik kualitas maupun kuantitas tidak boleh lebih rendah dari
peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama di perusahaan yang bersangkutan. Bagaimana
kedudukan peraturan perundang-undangan terhadap perjanjian kerja, tidak dijelaskan dalam Penjelasan.
Sementara itu, sampai sekarang ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah
ketenagakerjaan masih berlaku yang dibuat sebelum keluarnya UU No. 13 Tahun 2003, di antaranya PP
No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.

Kalau kita membaca Penjelasan UU No. 13 Tahun 2003, dapat disimpulkan bahwa penjelasan
tersebut tidak ada penegasan mengenai hirarki norma mana yang didahulukan, peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan. Namun, kalau kita mengingat bahwa
kedudukan Hukum Ketenagakerjaan termasuk Hukum Administrasi Negara (HAN), maka dapat kita
ketahui bahwa peraturan perundang-undangan kedudukakannya lebih tinggi daripada peraturan yang dibuat
oleh perusahaan.
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Menurut Pasal 109 UU No. 13 Tahun 2003 bahwa ‘Peraturan perusahaan disusun oleh dan menjadi
tanggung jawab dari pengusaha yang bersangkutan. Berdasarkan bunyi pasal tersebut maka dapat
disimpulkan bahwa peraturan perusahaan adalah norma yang dibuat secara sepihak oleh pengusaha.
Sementara itu, menurut Pasal 116 UU No. 13 Tahun 2003 dinyatakan bahwa Perjanjian Kerja Bersama
dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat pada
instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha.
Menurut penulis perjanjian kerja bersama mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada peraturan
perusahaan, karena perjanjian kerja bersama dibuat oleh serikat pekerja/serikat buruh yang merupakan
perwakilan kepentingan dari setiap pekerja/buruh. Untuk mengetahui apakah pekerja/buruh sebagai
pekerja/buruh yang dapat memperoleh tunjangan, dapat dirunut pada perjanjian kerja yang dilakukan. Jika
dalam perjanjian kerja tidak ada aturan mengenai hal tersebut, langkah selanjutnya adalah mengecek pada
perjanjian kerja bersama, baru kalau tidak berhasil dapatlah mengecek di peraturan perusahaan, terakhir
pada peraturan perundang-undangan.

UU No. 13 Tahun 2003 tidak mengatur secara khusus tentang tunjangan bagi perkerj/buruh yang
terikat dalam PKWT, sementara itu Pasal 88 UU No. 13 Tahun 2003 hanya menyatakan bahwa setiap
pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan. Pengertian pekerja/buruh dalam pasal tersebut, menurut Pasal 1 butir 2 UU No. 13 Tahun
2003, adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Jadi tidak
menegaskan siapakah yang dimaksud pekerja/buruh, apakah yang dimaksud adalah pekerja/buruh yang
terikat dalam PKWT ataukah pekerja/buruh yang terikat dalam PKWTT.

PP No. 8 Tahun 1981 dan UU No. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa upah termasuk tunjangan, baik
untuk buruh itu sendiri maupun keluarganya. Persoalannya sampai kapan upah tersebut diterimakan kepada
pekerja/buruh. Pasal 2 PP No. 8 Tahun 1981 menyatakan bahwa hak menerima upah timbul pada saat
adanya hubungan kerja dan berakhir pada saat hubungan kerja putus. Berdasar pasal ini dapat ditafsirkan
bahwa selama pekerja/buruh memiliki hubungan-kerja dengan perusahaan yang secara legal biasanya
dicatatkan dalam perjanjian kerja, maka pekerja/buruh berhak menerima upah tanpa memandang sifat
perjajanjian apakah PKWT atau PKWTT.

4. PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa PKWT merupakan
pekerjaan yang di dasarkan pada jenis dan jangka waktu selesainya suatu pekerjaan. Setiap pekerja dalam
perjanjian kerja waktu tertentu mempunyai hak untuk menjadi pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak
tertentu jika memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan Pasal 59 UU No. 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk
pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu
tertentu, yaitu pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan
penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun, pekerjaan yang
bersifat musiman atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk
tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat
diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap, perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau
diperbaharui, perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan
untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama
1 (satu) tahun, pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling
lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya
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secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya
dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja
waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu)
kali dan paling lama 2 (dua) tahun, perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) maka demi hukum menjadi
perjanjian kerja waktu tidak tertentu, hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Menteri.

Pengakhiran secara sepihak dalam perjanjian kerja waktu tertentu dapat berakibat adanya pemberian
ganti rugi oleh pihak yang mengakhiri sebelum jangka waktu yang diperjanjikan. Tunjangan yang diberikan
kepada pekerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.2 Saran

Pemerintah hendaknya menyesuaikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya untuk pasal-pasal yang masih menimbulkan adanya multitafsir
bagi pengusaha dan pekerja yang dapat dijadikan dasar oleh pelaku usaha dalam menentukan aturan-aturan
yang hanya lebih menguntungkan perusahaan bahkan lebih mengarah pada merugikan daripada pekerja
tersebut. Perusahaan harus selalu transparan dalam penyampaian hak-hak kepada pekerja/buruh sesuai
dengan ketentuan dalam perundang-undangan.

Pekerja/buruh harus membekali diri dengan pengetahuan tentang hak yang diperoleh sebagai seorang
pekerja sebelum terjun ke dunia kerja, sehingga hak-hak sebagai pekerja bisa didapatkan secara penuh.
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